BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR @ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 15 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang

baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko,
Pejabat/Pegawai  Pemerintah = Kabupaten = Mukomuko
dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau
pekerjaannya;

. bahwa Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 15 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Mukomuko;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



Menetapkan :

0.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

11.

12,

13.

14.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5153), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1571);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 15 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Mukomuko (Berita Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 15 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017
Nomor 15 diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disispkan 1 (satu)

. : pasal baru yakni Pasal 7A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A
(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:

a. Gratifikasi milik penerima; atau
b. Gratifikasi milik Negara.

(2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG
menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang
dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi
secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan
Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.

(3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima,
UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk
dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG
atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan
Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor
perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau
barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.

(4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek
Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah
diinformasikan kepada pelapor secara patut.

(5) terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi
dengan KPK.



2. geti'ltuan Pasal 8 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 8 ayat 2 berbunyi sebagai
erikut:

Pasal 8
(2) gus'unan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
ari:
a. Pembina : Bupati Mukomuko
b. Pengarah : Sekretaris Daerah
c. Ketua . : Inspektur Kabupaten Mukomuko
d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko
e. Anggota : Pejabat-Pejabat lain yang terkait.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:

a. menf-:rima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan
Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik
lainnya;

.menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi,
dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik
lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

c. meneruskan  laporan penerimaan = Gratifikasi kepada  Komisi
Pemberantasan Korupsi;

. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi
secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan

Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada

pimpinan instansi masing-masing;

melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan

eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan

usaha milik daerah;

g melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya

penetapan status barang tersebut; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian

Gratifikasi.

o

(o}

g

4. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi:
Pasal 16

(1) Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan,
penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada
akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun. .

(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati Mukomuko melalui UPG.

(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah yang
menjalankan fungsi pelayanan publik.



(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Inspektur.

5. Ketentuan bab 6 diubah, sehingga bab 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 17

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan
Gratifikasi;

b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
c. memperoleh perlindungan.

Pasal 18

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri dari:
a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan
b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda
berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan sendiri atau
berkoordinasi dengan instansi terkait

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3! 9vl{ 2024

B UKOMUKO,

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko

pada tanggal %[ ull 2024
SEKRRTARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

Dr.ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR \3



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMORI!% TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MUKOMUKO NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP.

Pangkat/Golongan

Jabatan

Unit kerja/Instansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. menolak dan tidak akan menerima Gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan saya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas
saya selaku Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko; dan

2. tidak akan memberikan Gratifikasi kepada siapa pun juga yang
berhubungan dengan jabatan saya dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugas saya selaku Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa
paksaan dari pihak manapun, untuk saya dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

MuUukomuUko, ... .ccassnvanns
Yang Menyatakan,

Meterai

BUPATI MUKOMUKO,

ttd.



